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ABSTRAK 

 

Pati merupakan salah satu Kabupaten agraris dengan memiliki luas 

lahan pertanian yang sangat luas. Sektor pertanian di Kabupaten Pati 

pada dasarnya memiliki kontribusi  penting terhadap perekonomian dan 

kesejahteraan masyarakat. Seiring waktu, tigginya dinamika 

pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pati terus meningkat dibandingkan 

dengan jumlah ketersediaan lahan dan menurunnya produksi pangan 

yang diakibatkan oleh alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi 

lahan non pertanian. Hal tersebut disebabkan oleh tidak meratanya 

penyebaran jumlah penduduk di setiap kecamatan, kebutuhan lahan 

untuk kegiatan non pertanian, faktor perekonomian, faktor sosial budaya, 

degradasi lingkungan, otonomi daerah serta lemahnya sistem  peraturan 

perundang-undangan yang ada.  

Peneltian lapangan ini (field research) dilakukan secara deskriptif 

analitis, yaitu memberikan gambaran sedetail mungkin mengenai fakta-

fakta yang ada, baik berupa data sekunder bahan hukum primer seperti  

Perda No. 5 Tahun 2011, data sekunder bahan hukum sekunder berupa 

doktrin,  pendapat hukum para ahli, dan hasil karya dari kalangan hukum 

serta bahan hukum tersier berupa data yang didapat dari artikel dari 

internet yang berkaitan dengan penelitian. 

Berdasar analisis terhadap data yang diperoleh disimpulkan bahwa 

Perda No. 5 Tahun 2011 cukup berhasil dalam mengatasi alih fungsi 

lahan pertanian. Akan tetapi masih munculnya berbagai kendala seperti 

minimnya koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah 

ataupun antar pemerintah daerah, lemahnya mekanisme perizinan dan 

fungsi kontrol menjadi penyebab kurang efektifnya upaya pemerintah 

dalam melindungi lahan pertanian produktif 

 

Kata kunci : Alih Fungsi Lahan , Penataan Ruang 
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MOTTO 

 

 

 

 

 

 

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, 

padahal ia amat baik bagimu, dan 

boleh jadi (pula) kamu menyukai 

sesuatu, padahal ia amat buruk 

bagimu; Allah mengetahui, sedang 

kamu tidak mengetahui. (QS. Al 

Baqarah 2:216) 
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KATA PENGANTAR 

 
رًا. أاش هاد   اا ن   لا   هاا سِرااجًا واقامارًا م نِي   رًا، ت ابااراكا  الَّذِي   جاعالا  فِي السَّمااءِ  ب  ر و جًا واجاعالا  فِي   رًا باصِي   بِي   د   للَِّوِ  الَّذِي    كاانا  بِعِباادِهِ  خا اال حام 
رًا. االلَّه مَّ  صال    رًا واناذِي  رًا، وادااعِياا إِلاى ال حاق   بإِِذ نوِِ  واسِرااجًا م نِي   إِلاوا  إِلَّ  الل   وأا ش هاد   اانَّ  م حامَّدًا عاب د ه   و راس ول و   الَّذِي   ب اعاثاو   باِل حاق   باشِي  

رًا. أامَّا ب اع د ؛ ثِي   لِي مًا  كا بِوِ  واسال م   تاس   عالاي وِ  واعالاى آلِوِ  واصاح 
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dalam lindungan dan karunia-Nya, tetap berusaha menjadi hamba terbaik disisi-

Nya. 

Shalawat beserta salam penyusun sampaikan kepada makhluk terbaik, 

junjungan yang mulia, habibana wa nabiyana, Muhammad Sallallahu alaihi 

wasallam. Beliau adalah puncak tertinggi keagungan makhluk, puncak tertinggi 

kesuksesan makhluk, dan puncak tertinggi kesempurnaan makhluk. Tuhan 

melimpahi beliau dengan sejuta kasih dan sayang-Nya. Makhluk teladan yang 

hanya memikirkan ummatnya. Semoga penyusun dan pembaca sekalian mendapat 

restu sebagai ummat-nya, serta diberikan pertolongan syafaat beliau di hari 

pembalasan kelak. 

Salam kehormatan juga penyusun sampaikan kepada seluruh para pembela 

agama, para ulama yang merupakan pewaris nabi, penyusun mengharapkan 

barakah dari keluhuran ilmu mereka, semoga dapat tercurah menjadi cahaya bagi 

kehidupan penyusun yang penuh dengan kegelapan. Salam hormat pula penyusun 

sampaikan kepada seluruh pendahulu yang memberikan pengorbanan bagi 



x 

 

kemerdekaan tanah air Indonesia, tanah luhur nan agung, terbebas dari jeratan dan 

hinaan, menjadi suatu alam kebebasan yang dapat penyusun hirup hingga kini. 

Semoga perjuangan mereka diridhai Tuhan. 

 

Penulisan karya tulis ilmiah yang berupa skripsi ini penyusun selesaikan 

demi memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Syariah dan Hukum 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tema yang diangkat dalam pembahasan ini 

adalah pelaksanaan pengalihan fungsi lahan menjadi perumahan di Kecamatan 

Tayu Kabupaten Pati Jawa tengah. 

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini terselesaikan dengan baik telah 

penulis lakukan, namun keterbatasan yang dimiliki penulis mungkin skripsi ini 

masih belum sempurna. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis 

mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga membuat penulis 

kedepan dalam membuat karya lain menjadi lebih baik.  

Adapun terselesaikannya penulisan skripsi ini tentu tidak akan berhasil 

dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, 

penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat yang setinggi-

tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusunan skripsi 

ini terutama kepada:  

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D. 

2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Dr. H. 

Agus Moh. Najib, M. Ag. 



xi 

 

3. Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu 

Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta. 

4. yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama proses 

perkuliahan dari semester awal sampai dengan sekarang ini. 

5. Bapak Iswantoro, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I skripsi yang 

telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam 

memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang 

membangun selama proses penulisan skripsi ini. 

6. Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II skripsi 

yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam 

memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang 

membangun selama proses penulisan skripsi ini. 

7. Segenap Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus 

ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu 

yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelasikan studi di Program 

Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

8. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum 

terutama staf Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum Ibu Tatik Rusmiyati yang 

telah membantu dan memberikan kemudahan sehingga skripsi ini dapat 

diselesaikan tepat waktu. 



xii 

 

9. Kedua orang tuaku, Almarhum Abah Mochammad Nadjib SH dan Ibu 

Indri Sulistyaningsih SE yang senantiasa memanjatkan doa untuk penulis 

dan memberikan dukungan baik secara moril / materil sehingga penulis 

bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. 

10. Terimakasih untuk satu-satunya saudara kandung saya yaitu Mochammad 

Redza Zulfikar yang selalu memberikan apapun yang saya butuhkan. 

Kakak terhebat yang saya punya. God bless us 

11. Terimakasih teruntuk Pakdhe Najib, Budhe Tutik, Mas Fahmi dan Mbak 

Firdha yang sudah memperkenankan penulis untuk tinggal di Jogja 

12. Sahabat saya Ivan Yusuf Faisal dan Rizka Ari Kholifaturrohman  yang 

telah meluangkan waktunya, sehingga bisa menemani dan membantu 

penulis selama proses penelitian lapangan. 

13. Keluarga Besar Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia  yang selama 

ini menjadi keluarga selama di perantauan, terkhusus kepada : Mas Ilman, 

Mas Zaky, Mas Ady, Mas Mujib, Azzam, Zahid , Asad, Ary, Rizqi, 

Haidar, Mbak Lia, Mbak Iik, fitri, Dewi, Ira , dan teman-teman Ashabun 

Najah KAMMI Yogyakarta yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 

14. Teman sebulan dan selamanya KKN 027 yang menjadi keluarga dalam 

mengabdi dalam masyarakat : Mas Mubas, Rohman, Jaka, Nukman, April, 

Muna, Dea, Sofy, Firoh 

15. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga angkatan 

2013: Fajar, Ozy, Khafi, Ardian, Ivan, Fahmi, Edi, Ilyas, Yahya Asmui , 

Fau, Dhema , Nada , Zola, Nadia, Elsa, dan teman-teman yang lainnya, 



xiii 

 

yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, yang selama ini telah membantu 

dan memberikan ilmu, motivasi, sejak awal tergabung dalam satu angkatan 

hingga terselesaikannya skripsi ini. 

16. Teman seperjuangan Panggung Coffee yang juga sedang menyelesaikan 

skripsinya : Syafa, Dombo, Toples, Rani, Ida, Afif yang selama ini telah  

banyak membantu dan menolong penulis dalam kondisi apapun. 

17. Teman Seperjuangan Fusbam : Kak Ali, kak Sulaiman, Mbak Dana, Mbak 

Inas, Mughni, Iqbal, Noval, Syifa, Liana, Rosyidah dan teman-teman yang 

lainnya, yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, yang selama ini telah 

membantu dan memberikan ilmu, motivasi. 

18. Teman di kala senang maupun susah Hiker Kece: Mas Fatih, 

Nashirududin, Lulu, Saul, Sinta, Ime 

19. Teman lama Armada 53 Generasi Kedua SMA IT Ihsanul Fikri  

20. Terimakasih untuk Patner in crime saya  Fauziyah, Jundi, Arkan, Nikma, 

Husna yang selalu punya banyak cara menyemangati penulis untuk tetap 

semangat menyelesaikan karya tulis ini dengan tepat waktu.  

21. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penyelesaian skripsi 

ini, baik secara langsung, maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis 

sebutkan satu persatu. Semoga amal ibadah dan andil kalian dibalas oleh 

Allah SWT. 

Meskipun skripsi ini telah penulis coba selesaikan semaksimal dan sebaik 

mungkin, namun tetap saja ada ketidaksempurnaan yang membutuhkan masukan 

yang membangun dari pembaca sekalian. Penulis berharap semoga penulisan ini 



xiv 

 

dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan kedepannya terkhusus dalam bidang hukum tanah di Indonesia. 

 

 

 

 

       Yogyakarta, 2 Mei 2017 

            Penulis, 

 

 

               Akhmad Asa Yakhdian 

               NIM. 13340118  
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 

 

 

 

 

DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL  ............................................................................................  i 

ABSTRAK  ...........................................................................................................  ii 

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN  .............................................................  iii 

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI  .................................................................  iv 

HALAMAN PENGESAHAN  ............................................................................  vi 

HALAMAN MOTTO  .......................................................................................  vii 

HALAMAN PERSEMBAHAN  ......................................................................  viii 

KATA PENGANTAR  ........................................................................................  ix 

DAFTAR ISI  .....................................................................................................  xiv 

 

BAB I PENDAHULUAN  .....................................................................................  1 

A. Latar Belakang Masalah ...................................................................  1 

B. Rumusan Masalah  .............................................................................  6 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  ....................................................  6 

D. Telaah Pustaka  ..................................................................................  7 

E. Kerangka Teoretik  ..........................................................................  10 

F. Metode Penelitian  ............................................................................  18 

G. Sistematika Pembahasan  ................................................................  22 



xvi 

 

BAB II TINJAUAN UMUM PENGALIHAN FUNGSI LAHAN MENJADI 

PERUMAHAN   ..................................................................................................  24 

A. Pengertian Tanah  ............................................................................  24 

B. Landasan Hukum Tentang Tanah  ................................................  31 

1. Pengaturan Hak Atas Tanah……………..................…..31 

C. Tinjauan Tentang Tanah Pertanian  ..............................................  43 

1. Pengertian Tanah Pertanian  ............................................  43 

2. Permasalahan Pertanian  ..................................................  44 

D.  Perumahan  ......................................................................................  52 

1. Pengertian Perumahan …………………………………52 

2. Pembangunan Perumahan ……………………………..57 

3. Perumahan Oleh Pengembang …………………………60 

E. Alih Fungsi Tanah ………………………………………………….69 

1.  Alih fungsi tanah secara umum …………………………69 

2. Alih fungsi Lahan Pertanian ……………………………..74 

BAB III GAMBARAN UMUM PEMDA PATI DAN INSTANSI TERKAIT 

DALAM PENGALIHAN FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI 

PERUMAHAN  ...................................................................................................  78 

A. Gambaran Umum Kabupaten Pati  .............................................  78 

1. Sejarah Kabupaten Pati .................................................................  78 

2. Visi Misi Kabupaten Pati …………………………………...........85 

3. Letak Geografis ………………………………………………….86 

4. Luas Wilayah …………………………………………………….86 



xvii 

 

5. Topografi dan Morfologi ………………………………………..89 

6. Ketinggian Wilayah ……………………………………………...90 

7. Jenis Tanah ………………………………………………………92 

8. Kependudukan …………………………………………………..93 

B. Profil Kecamatan Tayu ………………………………………….97 

C. Peran fungsi dan kewenangan instansi terkait dalam 

pengalihan fungsi lahan menjadi perumahan    ..........................  98 

1. Dinas Pekerjaan Umum …………………………………….........98 

2. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pati …………………...102 

BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN PENGALIHAN FUNGSI LAHAN 

MENJADI PERUMAHAN DI KECAMATAN TAYU KABUPATEN PATI 

JAWA TENGAH  ............................................................................................... 110 

A. Tinjauan umum prosedur pengajuan pengalihan fungsi lahan 

menjadi perumahan di Kecamatan Tayu……………………………110 

B. Upaya Pemda Kabupaten Pati dalam mengatasi pengalihan fungsi 

lahan  menjadi perumahan …………………………………………..120 

BAB V PENUTUP  ............................ .................................................................124 

A. Kesimpulan  ................................................................................... 124 

B. Saran  ............................................................................................. 125 

DAFTAR PUSTAKA  .......................................................................................  127 

LAMPIRAN 



1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia adalah Negara agraris yang menempatkan sektor pertanian 

sebagai penghasil bahan pangan menjadi komoditi utama. Perkembangan zaman yang 

menuju era Globalisasi telah menuntut Negara Indonesia untuk menuju pada 

perubahan demi mengikuti perkembangan. Hingga pada akhirnya Negara Indonesia 

tidak terlepas dari krisis bahan pangan. Saat ini mengimpor beras dan bahan pangan 

yang lain telah menjadi keharusan bagi bangsa Indonesia. Hal tersebut sebagai akibat 

dari tidak seimbangnya kebutuhan bahan pangan dengan ketersediaan bahan pangan 

yang ada. Faktor utama yang menjadi latar belakang krisis tersebut adalah 

peningkatan jumlah penduduk yang pesat sehingga jumlah permintaan berbanding 

terbalik dengan usaha penyediaan bahan pangan. 

Hasil sensus sangat berguna untuk memperlihatkan pertumbuhan penduduk di 

suatu negara atau wilayah tertentu. Menyadari hal itu, setelah Indonesia merdeka, 

pemerintah Indonesia, juga mengadakan sensus penduduk pertama setelah Indonesia 

merdeka pada tahun 1961. Hasil sensus penduduk tahun 1961 sebagai sensus 

penduduk pertama yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia menunjukkan 

bahwa penduduk Indonesia berjumlah 97,1 juta jiwa. Sensus penduduk yang ke dua 

diadakan oleh pemerintah pada tahun 1971. Hasil sensus penduduk tahun 1971 
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menunjukkan penduduk Indonesia sebanyak 119,2 juta jiwa. Pemerintah mengadakan 

sensus penduduk yang ke tiga pada tahun 1980 , hasilnya menunjukkan jumlah 

penduduk Indonesia sebanyak 146,9 juta jiwa. Sensus penduduk keempat yang 

dilaksanakan pada tahun 1990 menunjukkan jumlah penduduk Indonesia saat itu 

sebanyak 178,6 juta jiwa. Sensus penduduk ke lima diadakan oleh pemerintah 

Indonesia pada tahun 2000, data sensus saat itu menunjukkan penduduk Indonesia 

berjumlah 205,1 juta jiwa. Sedangkan sensus penduduk ke enam yang diadakan oleh  

pada tahun 2010 menunjukan bahwa jumlah penduduk Indonesia sebanyak 237,6 juta 

jiwa.
1
 Kenaikan jumlah penduduk yang sangat pesat tersebut seharusnya tetap 

diimbangi dengan usaha penyediaan bahan pangan yang merupakan kebutuhan pokok 

setiap manusia, dengan dikembangkanya sektor penghasil bahan pangan yaitu 

pertanian. 

Berkaitan dengan pertumbuhan penduduk dan krisisnya bahan pangan tersebut 

berhubungan erat dengan salah satu faktor penting dalam kehidupan yaitu tanah. 

Tanah sangat erat hubunganya dengan kehidupan manusia sehari-hari, bahkan dapat 

dikatakan bahwa setiap saat manusia berhubungan dengan tanah. Setiap manusia 

memerlukan tanah tidak hanya pada masa hidupnya, tetapi saat maut menjemput pun 

manusia masih berhubungan dengan tanah. Oleh sebab itu tanah merupakan salah 

satu kebutuhan penting bagi manusia. Tanah yang produktif semakin lama semakin 

sempit, sementara yang menggunakan tanah tersebut semakin banyak, dan hal ini 

                                                           
1
 Sumber:http://ipsgampang.blogspot.co.id/2014/08/jumlah-dan-pertumbuhan-penduduk.html 
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akan mempengaruhi terhadap : 1.) Luas tanah 2.) Hasil produksi pertanian 3.) Jumlah 

tenaga kerja .
2
  

Permasalahan pertanian ini dianggap penting kerena penyusutan tanah/lahan 

pertanian pada akhirnya menyangkut alih fungsi lahan pertanian untuk menjadi 

perumahan. Satu-satunya bumi yang dihuni memerlukan penyelamatan dari ancaman 

yang dibuat manusia sendiri dan bumi ini masih bisa menopang kehidupan manusia, 

berapapun dengan mengindahkan keutuhan fungsi lingkungan dalam proses 

perkembanganya.
3
 

Dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan permintaan lahan 

pemukiman menyebabkan degradasi lahan pertanian tidak terkecuali pada Kecamatan 

Tayu Kabupaten Pati. Dari data yang didapatkan bahwa Kabupaten Pati memiliki luas 

daerah sekitar 1.419,07 km
2. 

dan Kecamatan Tayu memiliki luas daerah 4.759 ha.
4
 

yang terdiri dari lahan pertanian sawah (wetland area) seluas 2184 ha dan pertanian 

bukan sawah (non-wetland area) 1309 ha serta lahan pertanian bukan pertanian (non- 

agricultural land) 1266 ha
5
 sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Pati adalah 

                                                           
2
 Mudjiono, Hukum Agraria, (Yogyakarta:Penerbit Liberty Yogyakarta,1992), hlm. 1-2. 

3
 Soejono, Hukum Lingkungan dalam perananya dalam Pembangunan (Jakarta : PT Rineka 

Cipta,1996),  hlm. 2.  

4
 https://id.wikipedia.org/wiki/Tayu,_Pati 

5
 http://www.kadipatenPati.tk/2016/01/data-luas-wilayah-Kabupaten-Pati-per.html 
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1.218.016 jiwa. Dan Kecamatan Tayu terdapat jumlah penduduk sebesar 68.545 jiwa 

(2006) jiwa.
6
 

Alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan di Kecamatan Tayu 

Kabupaten Pati menjadi suatu permasalahan sosial karena Pati memiliki tanah yang 

subur dan masyarakat yang mayoritas petani harus mengikuti arus perekonomian 

yang menuntut adanya alih fungsi lahan pertanian Pertanian. 

Dalam rangka mengatur dan mengendalikan alih fungsi lahan pertanian 

menjadi perumahan merupakan tanggung jawab dari setiap daerah untuk mengatur 

tata ruang dan pertanahan di wilayahnya. Tanggung jawab kepada daerah ini 

diberikan pemerintah pusat kepada daerah dengan adanya otonomi daerah, dan sejak 

2001 urusan dibidang pertanahan di desentralisikan kepada daerah berdasarkan UU 

No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.  Dengan adanya otonomi tersebut 

maka daerah Kabupaten membentuk dinas-dinas untuk mengurusi bidang-bidangnya 

termasuk pertanahan. Dinas-dinas tersebutlah yang kemudian berperan dalam regulasi 

alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan. Dalam hal daerah yang diberikan 

tanggung jawab untuk mengurus rumah tangganya harus berpegang teguh terhadap 

peraturan hukum untuk mengatur perjalanan perangkat daerah dalam menjalankan 

tugas berdasarkan desentralisasi. Segala sesuatu yangmenjadi kepentingan daerah, 

setiap daerah menggunakan peraturan daerah yang dalam hierarki peraturan 

                                                           
6
 https://id.wikipedia.org/wiki/Tayu,_Pati 
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perundang-undangan disebutkan dalam UU No 12 tahun 2011 tentang Perubahan 

Peraturan Perundang-undangan. 

Terkait dengan perundang-undangan yang mengatur bidang pertanahan, di 

Kabupaten Pati belum ada Perda yang mengatur secara khusus dan rinci mengenai 

alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan yang menjadi suatu pemasalahan 

pertanian di daerah tersebut. Perda nomor 5 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten Pati tahun 2010-2030. Perda inilah yang selanjutnya dapat 

menjadi bahan tumpuan dalam hal alih fungsi lahan pertanian  menjadi perumahan di 

Kecamatan Tayu kabuaten Pati, disamping Perda RTRW yaitu Perda No 5 Tahun 

2011 yang secara luas mengatur peruntukkan lahan pertanian secara umum di 

Kecamatan Tayu Kabupaten Pati.   

Melihat alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan dan dampaknya 

terhadap  perubahan kondisi sosial masyarakat di Tayu seperti dikemukakan diatas, 

maka perlu dikaji bagaimana alih fungsi lahan pertanian tersebut didalam kondisi 

yang sebenarnya. Bedasarkan latar belakang permasalahan pertanian tersebut dalam 

penyusunan skripsi ini penulis mengangkat judul: “PELAKSANAAN  

PENGALIHAN FUNGSI LAHAN PERTANIAN  MENJADI PERUMAHAN DI 

KECAMATAN TAYU KABUPATEN PATI  JAWA TENGAH” 
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B. Rumusan Masalah 

Didalam penyusunan  skripsi  ini, penyusun mencoba merumuskan beberapa 

persoalan dalam bentuk pertanyaan antara lain yaitu : 

1. Apakah pelaksanaan pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi perumahan di 

Kecamatan Tayu Kabupaten Pati telah sesuai dengan aturan yang berlaku? 

2. Apa upaya Pemda Kabupaten Pati dalam mengatasi pengalihan fungsi lahan 

pertanian  menjadi perumahan di Tayu yang semakin meningkat? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

Penyusunan sripsi ini memiliki tujuan antara lain : 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengalihan fugsi lahan pertanian 

menjadi perumahan di Tayu melalui dinas dinas terkait yaitu Dinas 

Pekerjaan Umum, Kantor Kecamatan Tayu,  serta Kantor Pertanahan 

Kabupaten Pati. 

2.  Untuk mengkaji upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemda 

Kabupaten Pati melalui yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Kantor 

Kecamatan Tayu,  serta Kantor Pertanahan Kabupaten Pati dalam 

mengendalikan pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi perumahan. 

Selain itu penyusunan penulisan skripsi ini juga memiliki tujuan yang lebih 

umum yaitu secara teoritis diharapkan menjadi bahan kajian dalam khasanah hukum 

positif di Indonesia terutama dalam bidang tanah (agraria). Dengan adanya karya tulis 

ini diharapkan menjadi salah satu refrensi yang dapat digunakan oleh kaum 

intelektual sebagai bahan masukan dalam pengembangan mutu pendidikan.  
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Secara praktis penulisan ini diharapkan menjadi bahan kajian yang 

mendasari perubahan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati terkait 

dengan kebijakan pengalihan fungsi lahan pertanian  menjadi perumahan 

agar muncul kebijakan yang lebih baik dan tepat sasaran untuk tujuan 

pengendalian pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi perumahan agar 

tidak terjadi ketimpangan dalam ekosistem kehidupan. 

D. Telaah Pustaka 

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi dasar dalam penyusunan 

skripsi Pelaksanaan Pengalihan Fungsi Lahan pertanian menjadi Perumahan 

di Kecamatn Tayu, terdapat beberapa penelitian yang pernah dilakukan 

terkait dengan tema judul tersebut antara lain:  skripsi yang dilakukan oleh 

Anton Supriyadi
7
 yang berjudul “Kebijakan Alih fungsi Lahan pertanian dan 

Proses Konversi Lahan pertanian Pertanian  (Studi Kasus di Kabupaten 

Pasuruan Jawa Timur)”. Dalam skripsi ini diperoleh hasil bahwa terjadi pola 

spasial dalam alih fungsi lahan pertanian di beberapa daerah Kabupaten 

Pasuruan dengan tingkat alih fungsi yang tinggi, kemudian dalam rangka 

pengendalian alih fungsi lahan pertanian tersebut dikeluarkan kebijakan-

kebijakan yang mengatur alih fungsi lahan pertanian. Akan tetapi kebijakan 

tersebut tidak berfungsi baik karena beberapa hal yaitu lemahnya 

                                                           
7
  Anton Supriyadi, “Kebijakan Alih fungsi Lahan pertanian dan Proses Konversi Lahan 

pertanian Pertanian  (Studi Kasus di Kabupaten Pasuruan Jawa Timur)”, Skripsi tidak di terbitkan di 

Bogor: Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor.2004 
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pengawasan, kebijakan yang bersifat sektoral penjabaran kebijakan yang 

kurang jelas dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. 

Yang menjadi latar belakang permasalahan pertanian dalam 

penyusunan ini dengan penyusunan yang penulis lakukan pada dasarnya 

sama yaitu melihat fenomena pesatnya pengalihan fungsi lahan pertanian 

pertanian. Akan tetapi kajian yang selanjutnya digunakan berbeda yaitu pada 

obyek dan peraturan yang digunakan. 

Penelitian lain yang telah dilakukan sebelumnya terkait dengan 

penyusunan skripsi ini adalah Tesis yang ditulis oleh Rahayu Fery Anitasari
8
 

yang berjudul “Pelaksanaan Alih Fungsi Tanah Pertanian Untuk 

Pembangunan Perumahan di Kota Semarang” yang didalam penulisan 

tersebut dipaparkan tentang hambatan dan kondisi sosial di Kota Semarang 

khususnya di Kelurahan Bulusan setelah terjadi banyak pengalihan fungsi 

lahan pertanian pertanian menjadi perumahan. Dalam tesis tersebut juga 

dikemukakan bahwa pengalihan fungsi lahan pertanian pertanian menjad 

perumahan memiliki dampak positif dan negatif sebagai konsekuensi 

pembangunan perumahan tersebut. Perubahan gaya hidup masyarakat 

setelah terjadi banyak pengalihan fungsi lahan pertanian pertanian menjadi 

perumahan juga dikemukakan dalam kesimpulan tesis ini. Selain itu, 

                                                           
8
  Rahayu Fery Anitasari, “Pelaksanaan Alih Fungsi Tanah Pertanian Untuk Pembangunan 

Perumahan di Kota Semarang”, Tesis tidak di terbitkan, Semarang : Magister Kenotariatan 

Universitas Diponegoro, 2008. 
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dikaitkan juga dengan pemerintah kota Semarang agar terjadi keseimbangan 

dan kesinambungan untuk tujuan pengawasan dan pengendalian alih fungsi 

lahan pertanian pertanian menjadi perumahan. Hal yang membedakan 

penelitian yang dilakukan Rahayu Fery Anitasari dengan penelitian yang 

akan dilakukan dalam skripsi ini adalah objek penelitian dan kajian data 

yang sangat berbeda, sehingga hasil dan kesimpulan yang akan didapatkan 

akan berbeda. 

Penelitian lain yang telah dilakukan sebelumnya terkait judul 

penyusunan skripsi adalah skripsi yang ditulis oleh M. Fuad Hanif M
9
 yang 

telah melakukan penyusunan skripsi yang berjudul “Alih Fungsi Tanah 

Pertanian Ke Non Pertanian dan Dampaknya Terhadap Pembudidayaan 

Tanaman Padi Dalam Rangka Ketahanan Pangan (Studi di Kecamatan 

Kepanjen, Kabupaten Malang)”. Didalam hasil penyusunan tersebut dapat 

ditarik kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat harus dilibatkan dalam 

pengendalian pengalihan fungsi lahan pertanian pertanian menjadi non 

pertanian. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan 

kepanjen tersebut juga memperoleh hasil bahwa salah satu faktor pengalih 

fungsian tanah pertanian ke non pertanian adalah kurang kurang 

                                                           
9
  M. Fuad Hanif M , “Alih Fungsi Tanah Pertanian Ke Non Pertanian dan Dampaknya 

Terhadap Pembudidayaan Tanaman Padi Dalam Rangka Ketahanan Pangan (Studi di Kecamatan 

Kepanjen, Kabupaten Malang)”, Skripsi tidak di terbitkan di Malang: Fakultas Hukum 

Brawijaya,2008. 
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menjajikanya hasil dari pertanian kecuali apabila didukung oleh sarana dan 

prasarana yang dapat membantu proses pertanian. 

Selain itu, dikemukakan rekomendasi agar diberikanya instensif bagi 

para petani sebagai jaminan kehidupan para petani yang sudah berperan bagi 

ketahanan pangan. Selanjutnya didalam kesimpulan penyususnan tersebut 

dijelaskan tentang perlunya koordinasi dinas-dinas terkait dengan investor 

dan masyarakat agar bersinergi untuk melakukan pengawasan terhadap 

kebijakan yang ada. Kemudian yang membedakan penyusunan yang 

dilakukan dalam skripsi ini adalah sorotan utama yang menjadi bahan 

penyusunan bahwa dalam penyusunan M. Fuad Hanif M. lebih menekankan 

pada  dampak alih fungsi tanah pertanian pada budidaya tanaman padi , 

sedangkan dalam penyusunan skripsi ini yang menjadi sorotan utama adalah 

regulasi pengalihan fungsi lahan pertanian pertanian menjadi perumahan 

yang ada pada dinas-dinas terkait. Jadi dalam penusunan penulis tidak 

meneliti tanaman padi yang dihasilkan dengan adanya pengalihan fungsi, 

namun menekankan pada peran serta dinas-dinas terkait terhadap proses 

pengalihan fungsi lahan pertanian pertanian menjadi perumahan. 

E. Kerangka Teoritik 

1. Teori Hak Menguasai Dari Negara Atas Tanah 

Hak menguasai dari Negara atas tanah bersumber dari kekuasaan yang 

melekat pada negara, sebagaimana tercermin dalam ketentuan pasal 33 
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Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan 

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selanjutnya dalam 

penjelasannya dinyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang 

terkandung dalam bumi adalah pokok pokok kemakmuran rakyat, sebab itu 

harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat. Pernyataan tersebut menjelaskan dua hal, yaitu bahwa 

secara konstitusional Negara memiliki legitimasi yang kuat untuk menguasai 

tanah sebagai bagian dari bumi, namun penguasaan tersebut harus dalam 

kerangka untuk kemakmuran rakyat. 

Penjabaran lebih jauh dari hak menguasai tanah oleh negara, terdapat 

pada pasal 2 Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) yang menyatakan bahwa 

bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung 

didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai 

organisasi kekuasaan seluruh rakyat. asas ini sebenarnya memiliki semangat 

pengganti asas domein verklaring yang berlaku pada masa colonial belanda, 

yang ternyata hanya memberikan keuntungan pada pemerintahan colonial 

belanda pada masa itu.
10

 

 

                                                           
10

 Triana Rejekiningsih, Hukum Agrarian Bagi Warganegara, (Surakarta :  2011).  hal. 37. 
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Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 merupakan landasan konstitusional 

bagi pembentukan politik dan Hukum Agraria Nasional yang berisi 

perintah kepada Negara agar bumi, air, dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya yang di letakkan dalam penguasaan Negara itu 

digunakan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran seluruh 

rakyat Indonesia.
11

 

Penguasaan oleh Negara atas tanah merupakan bentuk dari konsep 

Negara kesejahteraan (welfare state), dan bukan berarti penguasaan 

dalam arti kekuasaan mutlak yang tidak dapat diperuntukkan untuk 

kemakmuran rakyat.  

Negara menguasai atas tanah agar digunakan sebagaimana amanat 

Undang-undang Dasar 1945 untuk mencapai kemakmuran dan 

kesejahteraan rakyat. 

Menurut aturan pasal 2 ayat (1) UUPA, yang menyatakan 

“dikuasai” oleh Negara bukanlah berarti “dimiliki”, akan tetapi adalah 

pengertian yang memberi wewenang kepada Negara sebagai organisasi 

kekuasaan dari Bangsa Indonesia pada tingkatan tertinggi untuk :
12

 

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, 

persediaan, dan pemeliharaanya 

                                                           
11

 Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah , (Jakarta:Kencana.2008).hlm 50.  

12
 Sudikno Mertokusumo, Perundang-undangan Agraria Indonesia, (Yogyakarta: Liberty. 

2009), hlm.162 
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2. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas 

(bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu. 

3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara 

orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai 

bumi, air, dan ruang angkasa. 

Adapun kekuasaan Negara yang dimaksudkan itu mengenai semua 

bumi, air dan ruang angkasa, baik yang di haki oleh seseorang maupun yang 

tidak. Kekuasaan Negara mengenai tanah yang sudah dipunyai orang dengan 

sesuatu hak dibatasi oleh isi dari hak tersebut, artinya sampai seberapa 

Negara memberi kekuasaan kepada yang mempunyai untuk menggunakan 

haknya, sampai disitulah kekuasaan Negara tersebut. 
13

 

2. Teori tentang Otonomi Daerah  

Dalam mekanisme pelaksanaan UUPA pemerintah telah memberikan 

pengaturan pelaksanaan terkait dengan peraturan pelaksanaan tersebut tidak 

terlepas dari Negara Indonesia yang plural dan heterogen. Indonesia yang 

berdasarkan atas demokrasi ditandai dengan pelaksanaan otonomi seluas-

luasnya di berbagai daerah. Daerah menginginkan agar pemerintah pusat 

menyerahkan sebesar-besarnya urusan yang selama ini ditangani oleh 

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang oleh undang-undang 

                                                           
13

  Ibid., hlm. 163. 
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ditetapkan sebagai daerah otonom.
14

 Selain itu, undang-undang No 22 tahun 

1999 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan salah satu pokok pikiranya 

bahwa kotamadya/Kabupaten dan kota administratif yang dibentuk 

berdasarkan Undang-undang No. 5 tahun 1974 dan telah berkembang 

dijadikan daerah otonom yaitu daerah yang memenuhi syarat pembentukan 

daerah otonom.
15

 

Salah satu urusan yang diminta dari pusat agar diserahkan kepada 

daerah adalah urusan di bidang pertanahan. Sejak tahun 2001 ketika untuk 

pertama kali urusan di bidang pertanahan didesentralisasikan kepada daerah 

berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, beberapa 

provinsi maupun Kabupaten di Indonesia telah mengambil alih urusan 

pertanahan sebagai urusan daerah. Salah satunya adalah membentuk dinas 

pertanahan yang sebelumnya ditangani Pemerintahan Pusat melalui Badan 

Pertanahan Nasional yang dalam pelaksanaanya dilakukan oleh Kantor 

Wilayah di tingkat provinsi, dan kantor pertanahan Kabupaten/kota selaku 

unit dibawah kantor BPN. 

                                                           
14

Suriansyah murhaini, Kewenangan Pemerintah  Daerah Mengurus Bidang 

Pertanahan,(Surabaya: Laksbang Justitia,2009), hlm 1. 

15
 Winarna Surya Adisubrata, Otonomi Daerah di Era Reformasi, (Jakarta :Unit Penerbit dan 

Percetakan (UPP)), hlm 11-12 
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Pengambil alihan urusan di bidang pertanahan tersbut didasarkan pada 

prinsip otonomi daerah secara luas yang diatur dalam Undang-undang No. 

22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. 

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur 

dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan 

aspirasi masyarakat. Pembentukan dinas pertanahan oleh Provinsi dan 

Kabupaten/Kotadisamping didasarkan pada UU Pemerintahan Daerah juga 

mendasarkan pada pasal 2 UUPA (UU No. 5 tahun 1960) yang menyatakan 

bahwa masalah pertanahan merupakan sumber keuangan bagi daerah yang 

dalam pelaksanaanya dapat dikuasakan kepada daerah otonom. UU No.22 

tahun 1999 kemudian diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa salah satu urusan wajib yang 

menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah 

Kabupaten/kota meliputi pelayanan pertanahan. Ketentuan tersebut isinya 

hampir sama  dengan pasal 11 ayat (2) UU No. 22 Tahun 1999 yang 

menyatakan bahwa salah satu urusan pemerintah yang wajib dilaksanakan 

oleh daerah (Kabupaten/kota)  adalah bidang pertanahan. Berdasarkan 

kewenangan yang ditafsirkan dari kedua undang-undang tersebut maka 

daerah menganggap bahwa bidang pertanahan merupakan lahan pertanian 

basah bagi pengisian kas daerah (pendapatan asli daerah) dengan 
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membentuk dinas pertanahan untuk mengurusi bidang pertanahan yang 

sebelumnya di urusi oleh pemerintah pusat.
16

   

Terkait dengan Pemerintah Daerah untuk mengurus bidang pertanahan 

maka disetiap Kabupaten dibentuk juga Perda Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW). Perda RTRW yang terbaru di Kabupaten Pati adalah Perda No. 5 

Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 

2010-2030. Perda RTRW ini dibuat untuk melaksanakan pembangunan 

wilayah Kabupaten Pati secara terpadu, lestari, optimal, seimbang dan serasi, 

sesuai dengan karateristik, fungsi, dan predikatnya, diperlukan dasar untuk 

pedoman perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang di wilayah 

Kabupaten Pati.
17

   

Salah satu tujuan dari dibentuknya perda RTRW seperti hal diatas 

tidak terkecuali untuk penataan daerah pertanian dan perumahan agar tetap 

seimbang dan tidak menganggu ekosistem alamiah.  

3. Teori Penatagunaan Tanah 

Sejalan dengan hal diatas, kemunculan UUPA setelah Indonesia 

merdeka merupakan wujud untuk membangun masyarakat yang adil dan 

makmur sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yaitu mewujudkan 

                                                           
16

 Suriansyah Murhaini, Kewenangan Pemerintah Daerah Mengurus Bidang Pertanahan, 

(Surabaya: Laksbang Justitia, 2009),hlm 1-3 

17
 Perda No. 5  tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 

2010-2030 
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kesejahteraan rakyat. UUPA (Undang-undang Pokok Agraria)  sendiri terdiri 

dari lima bagian, yaitu pertama mengenai Undang-undang tentang peraturan 

dasar pokok-pokok agrarian, kedua tentang ketentuan konversi, ketiga 

tentang perubahan susunan pemerintah desa untuk menyelenggarakan 

perombakan hukum agrarian menurut UUPA akan diatur tersendiri, keempat 

tentang hak-hak dan wewenang swapraja hapus dan beralih kepada negara 

dan kelima tentang sebutan Undang-undang Pokok Agraria. Sedangkan 

dasar-dasar dan ketentuan pokok UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok Agraria adalah sebagai berikut:
18

 

1. Bumi,air dan ruang angkasa adalah kekuasaan Nasional (pasal 1 

ayat (2)). 

2. Bumi, air dan ruang angkasa dikuasai oleh Negara sebagai 

organisasi kekuasaan seluruh rakyat (pasal 2 ayat (1)). Dalam hal 

ini hak menguasai Negara memberikan kewenangan untuk: 

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, 

persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa 

b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara 

orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa 

                                                           
18

 Sudikno Mertokusumo, Perundang-undangan Agraria Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 

2009). hlm.110-112 
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c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara 

orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai 

bumi, air dan ruang angkasa 

Dari ketiga wewenang tersebut dapat disimpulkan bahwa 

hukum Agraris Indonesia mengandung unsur-unsur hukum 

benda dan hukum perikatan. 

3. Hukum Agraria Indonesia adalah hukum adat (pasal 5). 

4. Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial (pasal 6). 

5. Penguasaan dan pemilikan tanah yang melampaui batas dilarang 

(pasal 7) . 

6. Yang dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan 

bumi,air dan ruang angkasa hanya warga Negara Indonesia (pasal 

9).  

7. Setiap orang atau badan hukum yang mempunyai hak atas tanah 

pertanian diwajibkan mengerjakan atau mengusahakan sendiri 

secara aktif (pasal 10). 

 

F. Metode Penelitian 

Metode penyusunan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu:  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah 

dengan metode field research. Dimana data yang diperoleh melalui 
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wawancara dan pengkajian dokumen dinas-dinas  yang berkaitan 

dengan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Pati  

2. Sifat Penelitian ini berdasar kualitatif karna tidak menggunakan 

mekanisme statistika dalam pengolahan pertanian data. Pengolahan 

pertanian data dalam penyusunan skripsi ini lebih bersifat deskriptif 

analitis 

3. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalahyang digunakan dalam penyusunan skripsi 

ini yaitu menggunakan metode yuridis-empiris yaitu dengan 

menekankan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu 

Undang-undang No. 5 Tahun 1960 serta norma-norma hukum yang 

relevan dengan permasalahan pertanian dalam penyusunan ini, dengan 

tidak lupa menggunakan pengertian empirisnya bahwa dalam 

melakukan penelitian ini tetap melihat kenyataan dan realita yang ada 

di dalam permasalahan pertanian dalam regulasinya di masyarakat 

4. Sumber data 

a. Sumber data primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari Dinas 

Pekerjaan Umum, Kantor Kecamatan Tayu,  serta Kantor 

Pertanahan Kabupaten Pati yaitu melalui metode pengumpulan 

dokumen serta wawancara/interview. Data yang menjadi sasaran 
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dari dinas-dinas tersebut yaitu data tentang alih fungsi lahan 

pertanian menjadi perumahan. 

b. Sumber data sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur-literatur 

dan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan 

pertanian dalam penyusunan skripsi ini. Data sekunder digunakan 

untuk melengkapi data primer apabila membutuhkan sumber data 

dari literatur dan bahan hukum yang berlaku / Undang-undang. 

Sedangkan bahan hukum sendiri terdiri dari 3 bahan hukum antara 

lain: 

1. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang 

mengikat yang terdiri dari Undang-Undang dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Pokok 

Agraria, Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2011, Peraturan 

Perundang-undangan yang masih terkait yang masih berlaku 

di Indonesia serta peraturan daerah. 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, jurnal-jurnal, 

makalah-makalah ataupun penyusunan-penyusunan yang 

dapat membantu analisis dari bahan hukum primer. 
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3. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan 

petunjuk dan informasi terhadap kata-kata yang 

membutuhkan penjelasan lebih lanjut yaitu Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, Kamus bahasa Inggris, ensiklopedi, dan 

Beberapa artikel di media intenet. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

a. Dokumentasi 

Metode ini merupakan pengumpulan dokumen-dokumen, serta 

arsip-arsip yang didapat langsung dari data yang diperoleh 

langsung dari Dinas Perijinan, Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan 

Umum,dan Kantor Pertanahan. Dokumen yang dikumpulkan yaitu 

dokumen yang berkaitan dengan alih fungsi lahan pertanian 

pertanian menjadi perumahan di Kecamatan Tayu Kabupaten Pati 

b. Wawancara / interview 

Wawancara / interview dilakukan dengan pihak-pihak terkait atau 

informan dari Dinas Perijinan, Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan 

Umum,dan Kantor Pertanahan terkait dengan alih fungsi lahan 

pertanian pertanian menjadi perumahan di Kecamatan Tayu 

Kabupaten Pati 
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Analisis Data dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan cara 

mendeskripsikan dan memberikan interpretasi untuk memperoleh 

jawaban dari rumusan permasalahan pertanian. Analisis data akan 

dilakukan denga pengorganisasian data untuk dapat dirumuskan dalam 

suatu deskripsi. 

G. Sistematika Pembahasan  

Untuk membahas rumusan masalah yang menjadi pokok penelitian 

dalam skripsi ini maka akan dijelaskan mengenai sistematika penulisan yang 

akan digunakan dalam skripsi ini. Sistematika penulisan yang akan 

digunakan dalam skipsi ini. Sistematika penulisan yang digunakan adalah: 

Bab pertama, pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang, 

permasalahan pertanian yang akan dibahas, tujuan penyusunan, metode 

penyusunan, kerangka teori dan sistematika penulisan. 

Bab kedua,yaitu tinjauan umum tentang alih fungsi lahan pertanian 

menjadi perumahan di Indonesia. Pada bab ini membahas mengenai 

pengertian tanah pertanian, perumahan, dan alih fungsi tanah. 

Bab ketiga yaitu gambaran umum pemda Pati dan instansi terkait 

dalam alih fungsi lahan pertanian pertanian menjadi perumahan. Pada bab ini 

akan dibahas peran, fungsi, serta kewenangan dari Dinas Pekerjaan Umum, 

Kantor Kecamatan Tayu,  serta Kantor Pertanahan Kabupaten Pati. dalam 

hal alih fungsi lahan pertanian pertanian menjadi perumahan. 
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Bab keempat merupakan analisis data dari pembahasan. Bab ini berisi 

pengolahan pertanian data dan analisis tentang pelaksanaan alih fungsi tanah 

pertanian menjadi perumaha di Kabupaten Pati yang meliputi : 

1. Apakah pelaksanaan pengalihan fungsi lahan pertanian pertanian 

menjadi perumahan di Kecamatan Tayu Kabupaten Pati  sudah sesuai 

dengan aturan yang berlaku? 

2. Apa upaya Pemda Kabupaten Pati dalam mengatasi pengalihan fungsi 

lahan pertanian pertanian menjadi perumahan di Tayu yang semakin 

meningkat 

Bab kelima yaitu penutup yang berisikan kesimpulan dari penyusunan 

dan saran yang diberikan oleh penyusun. 
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BAB V  

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penyusunan dan analisis yang telah dikemukakan pada bab-

bab sebelumnya, maka penyusun dapat menyimpulkan beberapa hal diantaranya :  

1. Pelaksanaan Alih fungsi Lahan pertanian di Kabupaten Pati 

a. Prosedur pada alih fungsi lahan pertanian pertanian yang dilakukan 

oleh pengembang telah sesuai dengan peraturan dan SOP yang 

berlaku, sedangkan pada alih fungsi lahan pertanian yang dilakukan 

oleh perorangan terdapat beberapa alih fungsi lahan pertanian yang 

dilakukan melewati prosedur perizinan. 

b. Dari data alih fungsi lahan pertanian pertanian di semua Kecamatan 

terdapat  Kecamatan yang mendominasi dengan angka yang sangat 

mencolok dalam Luas Ijin Lokasi yaitu di Kecaman Tayu. 

Penyusutan lahan pertanian pertanian ternyata berdampak pada 

penetapan desa rawan pangan yang beberapa diantaranya berada di 

Kecamatan tersebut dan sangat membutuhkan perhatian dari 

Pemerintah Daerah untuk kesinambungan desa tersebut. Regulasi 

yang ada di Kabupaten Pati sebenarnya belum ada yang mengatur 

secara khusus tentang alih fungsi lahan pertanian atau secara jelas 

melindungi lahan pertanian pertanian yang subur. Hal tersebut 
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disebabkan dari Kecamatan yang berdasarkan Laporan Tahunan 

Pertimbangan Teknis Pertanahan 2016 bahwa 4 Kecamatan tersebut 

mengalami peningkatan yang pesat dalam hal alih fungsi lahan 

pertanian. Padalah apabila ditinjau secara de facto bisa dibilang 

bahwa tanah-tanah di  Kecamatan tersebut sangatlah subur dan masih 

produktif.  

2. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pati menekan laju Alih fungsi 

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dalam rangka 

menekan laju alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan dengan adanya regulasi 

berupa Perda No. 5 Tahun 2011 tentang RTRW. Selain itu terdapat wacana   tentang 

penyusunan Peraturan Bupati yang didalamnya juga mengatur tentang pertanahan di 

daerah Pati.  

 

B. SARAN 

Pemerintah lebih berperan aktif lagi dalam mensosialisasikan dan memberikan 

pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat terutama kepada kalangan 

masyarakat pedesaan tentang pentingnya penjagaan tanah yang dimiliki. Mengingat 

masih adanya ketidak jelasan tentang Alih fungsi lahan pertanian di dalam Perda No 

5 Tahun 2011 tentang RTRW, maka kedepan diperlukan adanya perubahan dan 

penyempurnaan terhadap undang-undang tersebut. Supaya pengaturan mengenai 
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pertanahan baik itu secara teknis maupun substansi memiliki titik terang terhadap 

penjelasan dari pertanahan itu sendiri.  

Selain itu penyusun merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten 

Pati untuk lebih memperhatikan dan selektif terhadap tanah-tanah pertanian yang 

masih Produktif di Pati, melalui pembuatan regulasi yang menetapkan adanya lahan 

pertanian-lahan pertanian sawah untuk pengembangan pangan berkelanjutan pada 

setiap Kecamatan agar setiap Kecamatan tetap memiliki lahan pertanian yang 

produktif yang dilindungi dan digunakan secara maksimal.  

Perlunya koordinasi yang baik antar lembaga pemerintahan dalam menjaga dan 

melestarikan tanah-tanah yang produktif agar tanah produktif tersebut  bisa menjadi 

mata pencaharian masyarakat untuk kelangsungan hidup sehari-hari. 
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